Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 02 Maret 1991,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, Alamat di KTP: JL. S. Supriadi V1/2319,
RT 004 RW 006, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun,
XXXX XXXXXX, dan saat ini berdomisili di JI. xxx, Email:

XXXX, sebagai Penggugat;

Melawan
xxX, NIK: xxx Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 18 Mei 1995, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
Alamat di KTP: xxx dan saat ini berdomisili di xxxxx
XXXXX X XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XX XXXX XXX
XXXXXXXX  XXXK, XXX XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor
496/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni
2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sukun, Xxxx XxxxxX, sebagaimana diterangkan
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah kontrakan xxx selama 2 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan,
Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan badan
sebagaimana layaknya suami-isteri (ba’da dukhul) dan belum dikaruniai
anak;
4, Bahwa sekira pada tahun 2021 bulan
Mei, Tergugat mendapat Hukuman Penjara selama 10 tahun (sepuluh
tahun) dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak menjadi
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” Berdasarkan Putusan
Pengadilan Dalam Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Mg pada hari
Rabu tertanggal 13 Oktober 2021.
5. Bahwa atas permasalahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya musyawarah
antara Pengugat dengan Tergugat termasuk dengan keluarga Penggugat
dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah
sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa Bahwa Penggugat sanggup
untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis
Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :
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PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan
yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat),
Nomor: xxx, tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXXXX, XXXX XXXXX.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi tanda P.1;

2, Asli Surat Pernyataan Tempat tinggal (Domisili Penggugat),
tanggal 04 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh
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Penggugat. Diketahui Ketua RT.20, RW.04 dan kepala kelurahan
XXXXXXxX Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh
Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Provinsi Xxxx Xxxxx,
Nomor 0447/073/V1/2020 Tanggal 16 Juni 2020, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diparaf dan tanda
P.3;
4, Fotokopi Salinan Putusan Nomor
436/Pid.Sus/2021/PN.Mlg tanggal 13 Oktober 2021, atas nama
Tergugat (xxx) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P.4;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokokonya Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan
alasan pada bulan Mei tahun 2021, Tergugat mendapat Hukuman Penjara
selama 10 tahun (sepuluh tahun) dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana
“Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan sejak saat
itu tidak pernah berhubungan suami isteri lagi dan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing hingga

saat ini;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat (xxx) dan Surat Pernyataan Domisili yang
diketahui oleh Lurah, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Identitas
Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi salinan putusan Perkara Nomor
436/Pid.Sus/2021/PN MIg) tertanggal 13 Oktober 2021 yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
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menjelaskan bahwa Tergugat telah mendapat hukuman penjara 10 (sepuluh)
tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan
bukti P.1 sampai dengan P.4 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

yang menikah pada tanggal 16 Juni 2020;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak

harmonis disebabkan Tergugat di penjara karena Tergugat melakukan tindak

pidana perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

3. Tergugat kena hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun;

4. Tergugat sudah menjalani hukuman kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat melakukan tindak pidana sehingga kena hukuman
penjara 10 (sepuluh) tahun;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3
tahun semenjak Tergugat menjalani hukum penjara;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun

kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

1)\}@‘\_&_\:}).“ _)l_).a_'d\ e ) J*JJ)BJ‘QAM*&@D:\.\Q‘M}JHJ'I
Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan

agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami
telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (c) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat

(xxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra.Hj.Husniwati
sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra.
Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Pirdaus, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat
secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. Dra. Hj. Husniwati

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.
Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan | P : Rp 10.000,00
c. Panggilan1 T : Rp 10.000,00
d. Redaksi . Rp 10.000,00
e. PBT : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp  125.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp  200.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp 50.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
Jumlah - Rp  455.000,00
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